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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 47/Permentan/0T.140/4/2013

TENTANG

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa dalam rangka importasi produk hortikultura
telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60/Permentan/0T.140/9/2012 tentang
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan
untuk memberikan kelancaran, kepastian
pelayanan pemberian rekomendasi impor produk
hortikultura dan perlindungan petani hortikultura,
perlu meninjau kembali Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 60/Permentan/0T.140/9/2012;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara;
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Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/
HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan
Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan
Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke
dalam wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 89/Permentan/ OT.140/12/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 37/KPTS/HK.060/1/2006 tentang
Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina
Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan
dan/atau Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah
Negara Republik Indonesia,;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
0OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/
0OT.140/12/2011 tentang Persyaratan dan Tindakan
Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil
Tumbuhan Hidup berupa Sayuran Umbi Lapis Segar
ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/
0OT.140/2/2001 tentang Persyaratan dan Tindakan
Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil
Tumbuhan Hidup berupa Sayuran Umbi Lapis Segar
ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/
PP.340/12/ 2011 tentang Pengawasan Keamanan
Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Peraturan Menteri Pertanian 94/Permentan/
0OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Penggangu Tumbuhan
Karantina;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/
0T.140/9/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan
produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah kepabeanan
negara Republik Indonesia.

Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut dan bandar udara yang
ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat pemasukan.

Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman
hortikultura yang masih segar atau telah diolah.

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut
RIPH adalah Surat yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian atau
pejabat yang ditunjuk dan merupakan persyaratan diterbitkannya
Persetujuan Impor.

Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan
produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan
hortikultura.

Importir Produsen Produk Hortikultura, selanjutnya disebut IP-Produk
Hortikultura adalah perusahaan industri yang menggunakan Produk
Hortikultura sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses
produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau
memindahtangankan kepada pihak lain.

Importir Terdaftar Produk Hortikultura, yang selanjutnya disebut IT-
Produk Hortikultura adalah perusahaan yang melakukan impor
Produk Hortikultura untuk keperluan kegiatan usaha dengan
memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penerbitan RIPH
yang menjadi persyaratan diterbitkannya persetujuan impor.
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